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LAMPIRAN I 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Judul Skripsi:  

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (Studi LP/B/4/I/2025/SPKT/PolresSeluma) 

Tujuan Wawancara: 

Untuk memperoleh data empiris mengenai penerapan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2022 oleh Kepolisian Resor Seluma dalam menangani kasus 

kekerasan seksual terhadap anak. 

A. Identitas Narasumber 

 1. Nama   : AIPDA MEKY RONANDAR S.H 

 2. Jabatan : Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) 

 3. Instansi : PolresSeluma 

 4. Waktu Wawancara : 30 Menit 

 5. Tempat Wawancara : Polres Seluma 

B. Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana prosedur penerimaan laporan kasus kekerasan seksual terhadap 

anak di Polres Seluma? 

2. Apa saja tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Unit 

PPA dalam menangani kasus tersebut? 

3. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam proses penyidikan? 

4. Apakah terdapat perlakuan khusus terhadap korban anak selama proses 

pemeriksaan? 

5. Apa saja hambatan yang sering dihadapi Kepolisian dalam menangani 

kasus kekerasan seksual terhadap anak? 

6. Bagaimana upaya Polres Seluma dalam mengatasi hambatan tersebut? 

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah keberadaan UU TPKS membantu tugas 

Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual? 
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LAMPIRAN II 

HASIL WAWANCARA DENGAN APARAT KEPOLISIAN 

Wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Seluma 

Peneliti: 

Bagaimana prosedur awal penerimaan laporan kasus kekerasan seksual terhadap 

anak di Polres Seluma? 

Narasumber: 

Prosedur awal dimulai dari penerimaan laporan di SPKT. Setelah laporan dibuat, 

perkara langsung dilimpahkan ke Unit PPA untuk ditindaklanjuti. Kami 

memastikan laporan diterima dengan baik dan korban merasa aman. 

Peneliti: 

Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA? 

Narasumber: 

Setelah penyelidikan awal, kami melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, 

dan terduga pelaku. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan 

kondisi korban, karena korban anak biasanya mengalami trauma. 

Peneliti: 

Bagaimanapenerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 dalam proses penyidikan? 

Narasumber: 

UU TPKS menjadi dasar kami dalam menentukan pasal dan prosedur 

pemeriksaan. Undang-undang ini membantu karena sudah mengatur perlindungan 

korban, terutama anak, sehingga penyidikan tidak hanya fokus pada pelaku tetapi 

juga kondisi korban. 

Peneliti: 

Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan 

seksual? 

Narasumber: 

Hambatan utama adalah kondisi psikologis korban, keterbatasan fasilitas, dan 

jumlah penyidik perempuan yang masih terbatas. Selain itu, faktor keluarga dan 

lingkungan juga sering memengaruhi kelancaran penyidikan. 

Peneliti:
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Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

Narasumber: 

Kami berkoordinasi dengan instansi lain seperti UPTD PPA dan berupaya 

memberikan pendampingan kepada korban. Kami juga terus meningkatkan 

kemampuan penyidik melalui pelatihan. 


